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MOTTO 

 

Diamku lebih berarti daripada kata-kata tanpa makna. 

 

Jangan tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi 
tuntutlah dirimu karena menunda adab kepada Allah. 

 
 
 
 

ظِيْ  ُ ذُو امْفخضْلِ امعْخ الّلّه اۤءُ ۗوخ َّشخ نْ ي تِهٖ مخ حْْخ تخصُّ بِرخ ْ ِ  يَخ  

“Dan Allah menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar”  

( Q.S Ali- Imran) 
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ABSTRAK 

Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami Poligami 

(Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs) Oleh: Elvi Kusnarti, Nim 1811110007. 

Pembimbing I: Dr. H. Supardi Mursalin M.Ag dan Pembimbing II: 

Wahyu Abdul Jafar M. HI.  

 

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana 

Pertimbangan Hakim Dalam Menolak izin Poligami Dalam 

Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/PA.Bbs. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan 

menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menolak 

izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 

2400/Pdt.G/PA.Bbs. Metode penelitian yang digunakan  dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library 

Research), yaitu  pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat serta mengolah bahan penelitian, mengumpulkan teori-

teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada 

relevansinya dengan fokus penelitian. Hasil  penelitian ini adalah 

Pertimbangan Hakim yang terbagi menjadi 2 macam 

pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. 

Pertimbangan yuridis nya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Pasal 4 dan 5, secara tekstual dalil yang diajukan pemohon 

tidaklah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-

undang nomor 1 Tahun 1974, dan tidak dapat dimaksudkan ke 

dalam alasan alternatif “istri yang tidak dapat menjalankan 

kewajiban sebagai istri’. Selanjutnya, pertimbangan non yuridis 
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nya adalah Bidang Dalil Permohonan, yaitu yang telah diterangkan 

dalam Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. yaitu Alasan 

yang digunakan hakim dalam menolak memberikan izin poligami, 

karena alasan pokok yang dijadikan dasar pemohon untuk 

mengajukan poligami tersebut menurut majelis hakim tidaklah 

cukup mendasar sebagai alasan hukum jika dimaksudkan sebagai 

alasan pertama (Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 

seorang istri)  dalam mengajukan izin poligami, karena fokusnya 

istri mengurus anak, dan pisahnya para pihak yang 

konsekuensinya adalah jarang berhubungan layaknya suami-istri 

adalah sebuah alasan klise yang dipakai untuk mendeskreditkan 

pasangan.  

Kata Kunci:Perkawinan, Poligami, Pertimbangan Hakim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa 

adalah  membentuk  keluarga dengan lawan jenis,  bersuami 

atau beristri, menikah, melakukan hubungan kelamin dan 

bersetubuh. Menurut KBBI “nikah” adalah perjanjian antara 

laki-laki dan perempuan untuk berlaki-bini dengan resmi.1  

Sedangkan menurut Undang-Undang  tentang Perkawinan 

Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir 

bathin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2  

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  

berbunyi “ Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria 

hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya 

boleh mempunyai seorang suami”. Hal menjelaskan bahwa 

Indonesia menganut konsep perkawinan monogami, namun 

dapat memungkinkan terjadi nya perkawinan poligami dengan 

mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama.3 

Dalam melakukan perkawinan poligami seorang suami atau 

pemohon haruslah memenuhi alasan alternatif dan syarat 

komulatif perkawinan poligami. Adapun alasan alternative 

perkawinan poligami dijelaskan dalam undang-undang Nomor 

1 tahun 1974 pasal 4 yaitu: 

                                                           
1
 Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 2017), h. 

366.  
2
 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. 

3
 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.  
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1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang 

ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada 

pengadilan di daerah tempat ia tinggalnya. 

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya 

memberikan izin kepadasuami yang akan bersiri lebih dari 

seorang apabila:  

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang 

istri; 

b. Istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan; 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.4 

Selanjutnya syarat komulatif dalam melakukan perkawinan 

poligami merujuk kepada Pasal 5 undang-undang nomor 1 

Tahun 1974, yaitu:5  

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-

undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak 

mereka; 

c. Adanya jaminan bahwa  suami  mampu berlaku adil 

terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.   

Dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs seorang suami mengajukan 

permohonan poligami kepada Pengadilan Agama di tempat ia 

                                                           
4
 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4. 

5
 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawina Pasal 5. 
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tinggal. Adapun alasan pemohon dalam mengajukan 

perkawinan poligami adalah sebagai berikut:6  

1. Bahwa pemohon mengajukan izin poligami kepada 

pengadilan Agama ditempat ia tinggal karena isteri sebagai 

termohon telah menyatakan sikap akan lebih fokus mengurus 

buah hati pemohon dan termohon yang masih kecil dan 

tinggal di Brebes sehingga efektif termohon tidak bisa 

mendampingi pemohon tinggal di Jakarta. Dimana hal 

tersebut berdampak antara pemohon dan termohon jarang 

melakukan hubungan layak nya suami dan istri, sehingga hal 

ini menjadi beban psikologis bagi pemohon. Alasan ini lah 

yang menjadi dalil perkarayang dimaksud kan ke dalam 

alasan alternatif yaitu “Istri yang tidak dapat menjalankan 

kewajiban nya sebagai seorang istri”.  

2. Termohon telah mengerti kebutuhan biologis pemohon 

sehingga termohon menyatakan rela dan ikhlas apabila 

dipoligami.  

3. Bahwa pemohon menghendaki untuk poligami dan 

menyanggupi untuk berlaku adil dan mampu memenuhi 

kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak pemohon.  

Alasan di atas sudah termasuk ke dalam dalil permohonan 

pemohon untuk melakukan perkawinan poligami. Dalil 

permohonan pemohon telah memenuhi syarat alternatif  dan 

alasan komulatif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku 

namun Pengadilan menolak memberikan izin poligami kepada 

pemohon karena hakim memiliki pertimbangan lain dan 

menolak  izin poligami tersebut.  

                                                           
6
 Berdasarkan Data Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 

2400/Pdt.G/PA.Bbs.  
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Berdasarkan latar belakang inilah peneliti merasa perlu 

mengkaji lebih dalam Putusan Pengadilan Brebes Nomor 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. sehingga bisa diambil pendapat yang 

moderat untuk memberikan kejelasan terhadap masalah ini. 

Hasil kajian ini diharapkan mampu dipahami dan dijadikan 

pemahaman yang jelas.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim 

dalam menolak izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama 

Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

Pertimbangan Hakim dalam dalam menolak izin poligami 

dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu: 

1. Manfat teoritis.  

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat untuk 

memperdalam analisis dan wawasan keilmuan terkait 

pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami dalam 

putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.  
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2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini memiliki beberapa manfaat, 

yaitu:  

a. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S. H) dan sebagai 

sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan nya 

terkait  putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.  

b. Bagi Masyarakat 

Bagi Masyarakat penelitian  ini bermanfaat agar 

penegakkan hukum dapat dilakukan dengan  seadil-

adilnya. Serta dapat memperhatikan kondisi-kondisi 

kehidupan dalam masyarakat.  Masyarakat juga dapat 

mengetahui bagaimana pengadilan beracara dalam 

persidangan dan pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara. 

c. Bagi Instansi 

Bagi Instansi hasil penelitian ini bermanfaat sebagai 

konstribusi dalam menambah minat, motivasi dan 

kreativitas serta menjadi koleksi bagi instansi.   

 

E. Penelitian Terdahulu 

Setalah menyimak dan mempelajari tentang Pertimbangan 

Hakim dalam menolak izin poligami dalam putusan Pengadilan 

Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. maka peneliti 

mengambil beberapa rujukan sebagai referensi dalam 

penyusunan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  
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1. Izzudin Fuad7, “Analisis Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Mengenai Izin Poligami Ditinjau Berdasarkan Teori 

Maslahah Mursalah”. Masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah (1) Bagaimana kandungan hukum Pasal 4-5 

mengenai izin poligami dalamundang-undang No. 1 tahun 

1974, (2) Bagaimana analisis teori Maslahah Mursalah 

Terhadap Pasal 4-5 mengenai izin poligami dalam Undang-

undang No. 1 tahun 1974.  Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan book 

research.  Hasil penelitian menunjukakkan bahwa: 1) 

Kandungan hukum yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5  

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

adalah memuat ketentuan hukum persyaratan administrative 

yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami mengajukan 

permohonan izin poligami kepada pihak pengadilan. Pasal-

pasal tersebut memuat sejumlah syarat yang digolongkan ke  

dalam persyaratan alternatif dan persyaratan komulatif.  

Persyaratan alternatif terkandung di dalam Pasal 4, 

sementara Persyaratan komulatif  terkandung dalam muatan 

Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974. 2) Berdasarkan 

analisi teori maslahah mursalah, kandungan hukum 

mengenai persyaran pengajuan permohonan izin poligami 

yang terdapat dalam rumusan Pasal 4 dan 5 undang-undang 

No. tahun 1974,  telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

kemaslahatan di dalam hukumislam yang berkenaan dengan 

meraih kemaslahatan dan menolak segala kemudharatan 

                                                           
7
 Fu’ad Izzudin, “Analisis Pasal 4-5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

Mengenai Izin Poligami Ditinjau Berdasarkan Teori Maslahah Mursalah”, (Skripsi, 

Fakultas Syariah  UIN Sunan Gunung Jati, Bandung,  2019).  
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terutama bersifat lahiriyah dan berorientasi kepada prinsip 

pemeliharaan tujuan syari’at (Maqashid as-Syari’ah).  

Persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan 

penelitian penulis dapat dilihat pada table di bawah ini:  

Persamaan Perbedaan 

 Penelitian membahas 

tentang poligami. 

 Dasar hukum 

poligami. 

 Membahas syarat-

syarat  poligami. 

 Menggunakan tinjauan 

teori maslahah mursalah 

sedangkan penulis 

menggunakan tinjaun 

yuridis dan non yuridis 

pertimbangan hakim.  

 Undang-undang nomor 1 

tahun 1974 sebagai dasar 

penelitian sedangkan 

penelitian ini   

menggunakan Putusan 

Penga dilan Agama Brebes 

No. 2400/Pdt.G/PA.Bbs 

sebagai sumber penelitian.  

 Menggunakan metode kuali 

tatif dan pendekatan book 

research sedangkan Penulis 

menggunakan Metode 

library research dan 

pendekatan Normatif. 
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2. Orin Oktasari8, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup 

Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat 

Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia”. Masalah yang 

diteliti yaitu: 1) tinjauan hukum islam terhadap putusan izin 

poligami yang tidak memenuhi syarat, 2) pertimbangan 

hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami dan 

kekuatan izin poligami yang tidak memenuhi syarat. Metode 

penelitian ini adalah normatif empiris dan analisis data 

dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan: 1) 

secara hukum islam  keputusan perkara nomor 

142/pdt.g/2013/PA.Crp daan perkara nomor 

542/pdt.g/2013/PA.Crp yang diterapkan oleh majelis hakim 

memiliki kesesuaian  dengan konteks ijtihad, dan hasil 

hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum 

terdahulu. 2) Hasil keputusan ini merupakan bentuk mengisi 

kekosongan hukum. Kemudian majelis hakim pengadilan 

agama curup melakukan penerobosan hukum (contralegem), 

karena tidak menerapkan pasal 4 ayat 2 undang-undang No. 

1 tahun 1974 dalam pemeriksaan perkara tersebut. Jadi 

pertimbangan oleh Hakim dalam memutuskan perkara 

nomor 142/pdt.g/2013/PA.Crp dan perkara nomor 

542/pdt.g/2013/PA.Crp lemah karena tidak sesuai dengan 

alasan kebolehan poligami dan peraturan perundang-

undangan.  

 

 

                                                           
8
 Orin Oktasari. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin 

Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia”, Jurnal Qiyas Vol. 1  No. 1 April 2016.  
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Persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan 

penelitian penulis dapat dilihat pada table di bawah ini:  

Persamaan Perbedaan 

 Membahas tentang 

poligami. 

 Penelitian Membahas 

tentang pertimbangan 

hakim dalam putusan 

pengadilan. 

 Penelitian 

Menggunakan metode 

dokumentasi pada 

pengumpulan data. 

 meneliti  pertimbangan 

hakim dalam memberi izin 

poligami kepada pemohon 

padahal pemohon tidak 

memenuhi syarat alternatif 

dan komulatif. Sedangkan 

penelitian ini meneliti 

pertimbangan hakim yang 

tidak memberi  izin 

poligami kepada pemohon 

padahal  telah memenuhi 

syarat alternatif dan 

komulatif.   

 Putusan Pengadilan Agama 

Curup Nomor 

142/pdt.G/2013 /PA.Crp 

dan Nomor 542/pdt.G 

/2013/PA.Crp sedangkan 

pene litian ini 

menggunakan Putusan 

Pengadilan Agama Brebes 

Nomor 2400/Pdt.G 

/2020/PA.Bbs. 
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3. Andyani Tika Rahmawati9, “Analisis Terhadap Syarat Alternatif 

Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 

475/Pdt.G/2019/PA.Pct)”. masalah yang diteliti yaitu: 1) 

Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian 

izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam  

putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct ditinjau dari teori  

penemuan hukum, 2) Bagaimana analisis Maslahah Mursalah 

terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi 

syarat alternatif dalam Putusan Nomor 

475/Pdt.G/2019/Pa.Pct. Metode Penelitian yang digunakan 

adalah librabry research. Hasil penelitian ini adalah 

pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 

475/Pdt.G/2019/PA.Pct alasan permohonan tidak 

memenuhi syarat alternatif poligami, sehingga dalam 

pertimbangan nya hakim melakukan penemuan  hukum, 

yakni hakim menggunakan metode penemuan hukum 

gramatikal. Sehingga dari metode penemuan hukum di atas 

ditemukan sebuah solusi yaitu menjadikan  poligami sebagai 

sebuah jalan atas kemelut perkara tersebut. Sehingga 

permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut 

dikabulkan. 2) sifat hakim yang mengabulkan poligami yang 

didasrkan itikad baik pemohon untuk melindungi calon istri 

kedua yang berstatus janda dan menyantuni anak-anak dari 

calon istri kedua merupakan maslahah tahsiniyyah. Selain itu 

hakim menggunakan kaidah fiqhiyyah “menolak kerusakan itu 

didahulukan daripada menarik kebaikan”. 

                                                           
9
 Andyani Tika Rahmawati, “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami 

(Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)”, (Skripsi, Fakultas syariah 

IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020). 
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Persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan 

penelitian penulis dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Persamaan Perbedaan 

 Membahas tentang 

poligami. 

 Membahas tentang 

pertimba ngan hakim 

dalam putusan 

pengadilan. 

 Metode penelitian 

menggu nakan 

metode library rese 

arch. 

 Menggunakan jenis 

pende katan yuridis 

normatif.   

 Studi Terhadap Putusan 

Nomor 

475/Pdt.G/2019/PA. Pct 

sedangkan penulis meng 

gunakan  Putusan 

Pengadilan Agama Brebes 

Nomor 2400/ 

Pdt.G/PA.Bbs.  

 Menggunakan teori 

maslahah mursalah 

sedangkan Penelitian ini 

tidak. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Skripsi ini menggunakan penelitian  hukum normatif. 

Yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi.10  

Jenis pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah samua undang-undang dan 

regulasi yang  bersangkut paut dengan isu hukum yang 

                                                           
10

 Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 

35. 
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sedang ditangani.11digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan normatif. Yaitu suatu pendekatan masalah yang 

didasarkan kepada peraturan perundang-undang yang 

berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari 

perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan 

pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana 

terkemuka. Melalui penelitian ini  akan diperoleh Bagaimana 

Pertimbangan Hakim dalam menolak izin poligami dalam 

Putusan pengadilan Agama brebes  Nomor 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. 

2. Sumber Data 

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari 

sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan 

dengan pokok masalah. Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah Putusan pengadilan Agama Brebes No. 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.  

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan data yang 

memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. 

Contohnya adalah rancangan Undang-undang, hasil 

penelitian karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya. 

Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa 

data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil 

penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto 

menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang 

                                                           
11

 Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 

93. 



13 
 

 

antaralain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.12 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan 

Yulianto Achmad dan dalam rangka mendapatkan data yang 

akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka 

pengumpulkan datadalam penelitian normatf dilakukan 

dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.13 

4. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan 

menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang 

peneliti gunakan adalah metode Kulitatif, yaitu analisis data 

yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, 

teori, perundang-undangan dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtun, logis dan efektif. Sehinga memudahkan 

interpretasi data dan pembahasan hasil analisis. 

Dengan demikian peneliti akan  menganalisis 

pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami dalam 

putusan Pengadilan Agama Brebes No. 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.  

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 

12. 
13

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192 
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G. Sistematika Penulisan  

Pembahasan penulisan Skripsi ni dibagi menjadi  empat bab 

dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, mengenai 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:  

Bab I. Pendahuluan 

 bab ini berisikan Pendahuluan yang merupakan kerangka 

berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalammenulis 

langkah-langkah selanjutnya. Dalam Pendahuluan terdiri atas 

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan 

sistematika penelitian. 

Bab II. Kajian Teori 

 Bab ini membahas  tentang kajian teori yang berkaitan 

dengan  penelitian, yaitu pernikahan, poligami dan 

pertimbangan hakim. 

Bab III. Pembahasan  

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, yaitu membahas 

tentang profil Pengadilan Agama Brebes, dan analisis  

Pertimbangan Hakim Dalam  Menolak Izin Poligami di 

Pengadilan Agama Brebes Dalam Putusan Nomor 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.  

Bab IV. Penutup 

Bab ini adalah penutup sebagai hasilakhir dari penelitian 

sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi 

yang berisi kesimpulan dan saran 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Pernikahan  

1. Pengertian  Pernikahan  

Pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu kata “nikah”, 

“jam’u” atau “zawaj” yang berarti “berkumpul dan 

menindih” atau dapat bermakna “akad dan bersetubuh”.  

Menurut KBBI “nikah” adalah perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk berlaki-bini dengan resmi.14 Sedangkan 

menurut Undang-Undang  tentang Perkawinan Nomor 1 

tahun 1974 Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.15 Pengertian nikah menurut 

jumhur ulama baik dikalangan empat mazhab, nikah berarti 

menyatunya dua jenis laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahram dan disatukan dengan keadaan yang halal, 

dikumpulkan sampai berhubungan layaknya suami-istri 

yang sebelum pernikahan menjadi perbuatan yang 

diharamkan .16 

                                                           
14

 Suharso,Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 2017), h. 

366.  
15

 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. 
16

 Kosim, Fiqh Munakahat Dalam kajian Filsafat Hukum Islam dan 

Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia, (Depok: PT 

RajaGratido Persada, 2019), h.3. 
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2. Dalil Pernikahan 

لخ  يْ خخ ِ نخ الََّّ بْحه خعْلخمُوْنخ س ُ ا لْخ ي مِمَّ مِنْ اخهفُْسِهِمْ وخ بِتُ الْْخرْضُ وخ ا ثنُْْۢ اجخ كَُُّهخا مِمَّ  قخ الْْخزْوخ

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan 

pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang 

ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari 

apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yasin ayat 36).17 

 

مِنْ  حْْخةً وخ رخ ةً وَّ دَّ وخ خينْخكُُْ مَّ لخ ب عخ جخ خيْْخا وخ خسْكُنوُْٓا اِل اجًا مِتّ نْ اخهفُْسِكُُْ اخزْوخ لخقخ مخكُُْ مِّ يهتِه اخنْ خخ خ  ۗاه ِِ ْ ذه ِِ اِنَّ 

َّتخفخكَّرُوْنخ  ٰيهتٍ مِقّخوْمٍ ي  لْخ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya 

ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari 

jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir. 

 (Q.S Ar-Rum: 21). 18 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Depag RI, Al-Qur’an dan  Terjemahan, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi 

Indonesia, 2011), h.  399.  
18

 Depag RI, Al-Qur’an dan  Terjemahan, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi 

Indonesia, 2011), h. 366.  
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3. Rukun dan Syarat Pernikahan Dalam Islam 

a. Adanya calon pengantin laki-laki dan wanita19 

Syarat-syarat calon pengantin laki-laki dan wanita 

adalah sebagai berikut:  

1) Beragama Islam 

2) Laki-laki dan perempuan asli (bukan banci) 

3) Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa) 

4) Bagi laki-laki tidak sedang beristri 4 orang 

5) Bagi wanita tidak sedang punya suami 

6) Bukan mahram 

7) Tidak sedang haji atau umrah  

b. Wali Nikah20 

Syarat-syarat wali nikah adalah sebagai berikut:  

1) Dzukuriyah atau laki-laki 

2) Baligh 

3) Berakal  

4) Merdeka 

5) Islam  

6) Adil  

c. Saksi Akad Nikah21 

Syarat-syarat saksi akad nikah adalah sebagai berikut:  

1) Islam  

2) Baligh  

3) Berakal 

4) Tidak tuli dan bisu  

5) Dapat melihat 

                                                           
19

 Kosim, Fiqh Munakahat Dalam kajian Filsafat Hukum Islam dan 

Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia, (Depok: PT 

RajaGratido Persada, 2019), h. 54. 
20

 Kosim, Fiqh Munakahat, …. h. 65.  
21

 Kosim, Fiqh Munakahat,….. h. 88.   
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6) Laki-laki  

7) Adil 

 

d. Sighat Akad  Nikah22 

Sighat akad nikah adalah Ijab dan Qobul. Ijab menurut 

jumhur ulama adalah lafadz yang dikeluarkan oleh wali nikah 

atau orang yang menggantikan kedudukannya seperti wakil. 

Dan qobul adalah lafadz yang menunjukan ridhanya dengan 

perkawinan yang dikeluarkan oleh pasangan nya.  

4. Hukum Pernikahan 

Hukum pernikahan pada dasar nya adalah mubah 

artinya boleh, namun hukum pernikahan dapat berubah 

mengikuti kondisi dari mukallaf, yaitu sebagai berikut: 

a. Wajib  

Hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang telah 

mampu untuk menikah dan dikahawatirkan akan 

terjerumus kedalam perzinahan, karena menjaga diri dari 

perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Imam 

Qurthubi berkata bahwa “orang yang takut atas diri dan 

agamanya terhadap bahaya dirinya membujang, bahaya 

ini hanya dapat dihindari dengan cara menikah. Maka 

dalam halini semua ulama sepakat bahwa hukum 

menikah baginya adalah wajib.23 

 

 

 

b. Sunnah  

                                                           
22

 Kosim, Fiqh Munakahat, ….. h. 101.  
23

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Depok: Madina Adipustaka, 2016), Jilid III, h. 

165. 
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Hukum menikah menjadi sunnah adalah bagi orang telah 

mampu untuk menikah dan tidak khawatir untuk 

terjerumus kedalam perzinahan dan hal-hal yang 

dilarang lainnya. Maka Menikah lebih utama bagi dirinya 

dalam kondisi seperti ini. 

c. Mubah  

Hukum menikah menjadi Mubah adalah bagi orang yang 

tidak ada faktor yang mengharuskan dan menghalangi 

seseorang untuk menikah. 

d. Makruh  

Hukum menikah menjadi makruh adalah bagi  orang 

yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya baik 

lahir maupun batin, walaupun sang calon istri tidak 

menuntut atas hal lainnya dan tidak terlalu 

membutuhkan hubungan seksual. Apabila laki-laki 

mengabaikan kewajiban nya karena sedang menuntut 

ilmu maka dalam hal ini menikah menjadi makruh 

baginya. 

e. Haram  

Hukum menikah menjadi haram adalah bagi orang yang 

tidak mampu memberikan nafkah kepada istri baik lahir 

maupun batin dan tujuan menikah nya yaitu hanya 

untuk  menyakiti pasangan nya bukan karena atas 

keridhaan.  Imam Qurthubi menjelaskan “bila seorang 

laki-laki telah dipastikan tidak akan mampu untuk  

memberi  nafkah kepada istrinya dan tidak pula memberi 

mahar serta tidak menjalankan segala konsekuensi dalam 
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pernikahan maka haram baginya untuk melakukan 

pernikahan.24 

 

5. Mengumumkan Pernikahan  

Mengumumkan pernikahan sangatlah penting karena 

agar orang-orang tahu telah terjadi pernikahan antara 

suami-istri sehingga terhindar dan tidak ada  fitnah dari 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena apabila 

pernikahan dirahasiakan dan tidak ada orang yang tahu 

maka dikahwatirkan akan timbul fitnah. Sedangkan dalam 

pernikahan salah satu rukun adalah harus ada dua orang 

saksi yang adil.  Dimana pernikahan ini tidak  dapat 

dirahasiakan dan jika dirahasiakan dengan tidak ada saksi 

maka termasuk kedalam pernikahan yang bathil dan tidak 

sah. 

Mengumumkan pernikahan dianjurkan dengan sesuai 

syariat yaitu tida mengundang hal-hal yang dilarang dalam 

agama islam. Seperti adanya ritual-ritual yang didalamnya 

terdapat unsur musyrik. Mengumumkan pernikahan yang 

baik dan sesuai syariatkan adalah seperti mengundang 

teman dan tetangga dengan mengadakan syukuran 

sederhana agar mereka juga merasakan kebahagiaan yang 

sedang suami-sitri rasakan serta dengan mengumumkan 

pernikahan juga dapat memberi manfaat kepada kedua 

mempelai yaitu dengan tamu undangan memberikan doa 

dan restu kepada kedua mempelai.25 

                                                           
24

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,…. h.166-167.  
25

 Labib Mz, Wanita Bertanya Islam Menjawab, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 

2003), h. 80. 
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6. Hikmah Pernikahan 

Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Tujuan dalam 

pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam 

hal ini seharusnya suami dan istri lebih menguatkan rumah 

tangga nya dalam menghadapi masalah yang datang.  

Beberapa indikator yang dapat menciptakan kerluarga 

yang bahagaia dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: 26 

a. Menciptakan kehidupan Beragama dalam rumah 

tangga.  

Dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah 

tangga maka  diharapkan mampu untuk membuat 

rumah tangga tersebut harmonis. Hal ini sangatlah 

penting karena agama menyangkut nilai-nilai moral dan 

etika.  

b. Meluangkan banyak waktu bersama keluarga. 

Meskipun memiliki kewajiban pekerjaan diluar untuk 

memberi nafkah ataupun pekerjaan anggota keluarga 

yang lain, setiap anggota keluarga hendaknya memberi 

waktu luang kepada keluarga nya. karena keluarga 

yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk 

keluarganya. 

c. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga. 

Komunikasi adalah sebagai dasar penyampaian pesan 

dari setiap orang kepada orang lain. Komunikasi juga 

dapat mengarahkan seseorang untuk memahami 

anggota keluarga lain nya. Sehingga dengan adanya 

                                                           
26

 Khoirul Abror, Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah 

Tangga, (Pusat Penelitian dan Penertiban Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat IAIN Raden Intan: Lampung, 2016), h. 49-50.  
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komunikasi yang baik diharapkan mampu mewujudkan 

keluarga yang harmonis.  

d. Saling menghargai antar anggota keluarga.  

Diharapkan setiap anggota keluarga dapat memahami 

dan menghargai anggota yang lain.  

e. Jauhkan konflik dari keluarga 

Karena dengan adanya konflik mampu membuat 

keharmonisan keluarga berkurang hingga hilangnya 

rasa kepedulian terhadap keluarga. 

Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota 

keluarga, Hubungan ini dapat diwujudkan dengan adanya 

kebersamaan komunikasi yang baik dan rasa saling 

mempercayai  hingga mampu meciptkan rasa aman dan 

tentram dalam keluarga. 

Menurut  Aisjah dachlan dalam   menciptakan 

keharmonisan rumah tangga ada 10 aspek yang dapat 

mempengaruhi dan mampu mencapai keharmonisan 

keluarga, yaitu:  

a. Hubungan antar anggota keluarga, hubungan yang baik 

yang mampu menciptakan keharmonisan dalam rumah 

tangga.  

b. Bimbingan dan didikan terhadap anggota keluarga, 

terutama kepada anak. 

c. Pakaian 

d. Makanan 

e. Kesehatan 

f. Keuangan 

g. Perumahan 

h. Aturan dalam rumah tangga 
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i. Keamanan anggota keluarga 

j. Perencanaan yang sehat, yaitu dengan membuat aturan 

rencana hidup dalam keluarga dengan 

mempertimbangkan kemauan, kesanggupan dan 

kemampuan masing-masing anggota keluarga.27 

 

B. Poligami  

1. Pengertian  Poligami 

Poligami menurut KBBI adalah Sistem perkawinan yang 

membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih 

dari satu orang.28 Kata poligami adalah penggalan dari kata 

polus atau poli yang artinya banyak, dan kata gamos atau 

gamein yang berarti kawin atau perkawinan, bila kedua kata 

ini digabungkan maka berarti perkawinan yang banyak. Bila 

dipahami lebih dalam maka kedua kata ini bermakna 

perkawinan yang banyak dan memungkinkan perkawinan 

dengan jumlah banyak atau tidak terbatas 

2. Dalil Poligami 

رُبهعخ ۚ و جلُهثخ وخ ثنْٰه وخ اۤءِ مخ ِّسخ نخ امن ابخ مخكُُْ مِّ ا طخ ى فخانْكِحُوْا مخ مه اِنْ خِفْتُُْ اخلَّْ ثقُْسِطُوْا فِِ اميْخته فخاِنْ خِفْتُُْ خَ

خعُوْموُْاۗ  ٓ اخلَّْ ث خ اخدْنٰه ِِ انُكُُْ ۗ ذه لخكختْ اخيمْخ ا مخ ةً اخوْ مخ احِدخ  اخلَّْ ثخعْدِموُْا فخوخ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 

yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 
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empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 

sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 

lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.(Q.S An-Nisa 

Ayat 3).29 

3. Poligami di Indonesia  

Dasar hukum perkawinan di  Indonesia adalah merujuk 

pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. Kemudian  Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan. Perubahan dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini adalah  

perubahan norma yang  menjangkau batas usia untuk 

melakukan perkawinan , perubahan ini adalah menaikkan 

batas minimal perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia 

bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia bagi pria 

yaitu 19 Tahun. hal ini dimaksudkan dengan telah 

matangnya jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan 

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang 

perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 

merujuk kepada Pasal 7, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:30 

a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.  
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 Depag RI, Al-Qur’an dan  Terjemahan, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi 
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b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan  

umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tuda 

pihak pria dan/atau orang tua pihak  wanita dapat 

meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan 

yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti 

pendukung yang cukup. 

c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat 

kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan 

perkawinan.  

d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadilan seorang atau 

kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan 

mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalampasal 6 ayat (6).  

Dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974  berbunyi “Pada azasnya dalam suatu 

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang 

istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 

suami” dan “Pengadilan dapat memberikan izin kepada 

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.31 Hal 

menjelaskan bahwa Indonesia menganut konsep 

perkawinan monogami, namun dapat memungkinkan 

terjadi nya perkawinan poligami dengan mengajukan izin 

poligami kepada Pengadilan Agama. 
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Dalam melakukan perkawinan poligami seorang suami 

atau pemohon haruslah memenuhi alasan alternatif dan 

syarat komulatif perkawinan poligami. Adapun alasan 

alternatif perkawinan poligami dijelaskan dalam Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4, yaitu:32  

1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari 

seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) 

Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan 

permohonan kepada pengadilan di daerah tempat ia 

tinggalnya. 

2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya 

memberikan izin kepadasuami yang akan bersiri lebih 

dari seorang apabila:  

d. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 

seorang istri; 

e. Istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan; 

f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.  

Selanjutnya syarat komulatif dalam melakukan 

perkawinan poligami merujuk kepada Pasal 5 undang-

undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu:33  

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 

                                                           
32

 Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal  4.  
33

 Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal  5. 
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b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak 

mereka; 

c. Adanya jaminan bahwa  suami  mampu berlaku adil 

terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.   

Tujuan dari alasan dan syarat di atas sebelum 

melakukan perkawinan poligami adalah demi kemaslahatan 

yaitu agar pernikahan tersebut mendapat keabsahan dan 

diakui oleh Negara. Poligami yang terjadi merupakan 

pernikahan yang harus untuk di catat pula oleh pegawai 

pencatan nikah yang berwenang, apabila pernikahan 

tersebut tidak didaftarkan di KUA dan tidak dicatatkan 

maka akan mendapatkan sanksi yang dijelaskan dalam  Bab 

IX Pasal 45 PP nomor 9 tahun 1974 :  

a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan 

perudang- umdangan yang berlaku :  

1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur 

dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3), 40 peraturan 

pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda 

setingi-tingginya Rp 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus 

rupiah). 

2) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang 

diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 12, dan 44 

peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman 

kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda 

setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus 

rupiah).34 
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Namun ada syarat tambahan selain dijelaskan dalam 

UU No 1 tahun 1974 yang harus dipenuhi suami yang akan 

melaksanakan perkawinan poligami yaitu dijelaskan dalam 

pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:35  

1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, 

terbatas hanya sampai empat isteri. 

2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus 

mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-

anaknya. 

3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak 

mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari 

seorang. 

4) Demikian peraturan yang telah ditetapkan untuk 

perkawinan poligami yang harus dipenuhi sesuai dengan 

aturan yang berlaku di Indonesia. Maka apabila seorang 

laki-laki ingin beristri lebih dari seorang ia harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah diterangkan diatas. 

 

4. Hikmah Poligami  

Kasih sayang Allah swt kepada hamba Nya sangatlah 

tak terbatas, salah satunya adalah membolehkan poligami 

dan membtasinya dengan empat perempuan saja. Artinya 

laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan dalam 

satu waktu dengan syarat mampu berlaku adil kepada 

isteri-isteri nya baik itu dalam lahir maupun batin 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Islam tidak 

mewajibkan poligami dan tidak pula mengharamkan nya. 

Islam hanya membolehkan nya saja dengan syarat-syarat 
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yang harus dipenuhi dan bagi siapa yang hendak 

melakukan poligami maka harus memahami maksud dan 

tujuan poligami.  Adapun hikmah poligami adalah sebagai 

berikut: 

a. Islam membawa misi yang mulia. Umat islam dituntut 

untuk mengemban dan dan menyampaikan risalah islam, 

dan hal ini akan mampu apabila di dukung dengan oleh 

negara yang kuat. Negara yang kuat memiliki fondasi 

yang kuat pula untuk berdirinya sebuah negara, seperti 

bala tentara,ilmu pengetahuan, industry, pertanian, 

perdagangan dan unsur-unsur lain yang diperlukan oleh 

negara dan pemerintahan.  Populasi umat muslim 

menjadi salah satu unsur kekuatan umat islam. Pilar-pilar 

kekuatan di Negara-negara timur adalah sebagai 

berikut:36 

1) Kekuatan islam sebagai agama dan kepercayaan para 

pemeluknya dan dijadikan sebagai pedoman hidup. 

Rasa persaudaraan yang terjalin tidak membedakan 

suku, ras,   warna kulit dan budaya. 

2) Banyaknya sumber daya islam yang tersebar disetiap 

pelosok negeri muslim. Dengan adanya sumber daya 

ini muslim menjadi kuat dengan adanya kekuatan 

ekonomi sebagai pendukungnya untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat muslim tanpa harus 

bergantung dengan Negara-negara eropa. Hal ini 

terjadi karena umat muslim saling tolong-menolong 

dalam hidup nya. 
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3) Pilar yang paling utama yang menjadi kekuatan umat 

islam adalah dengan tingginya populasi umat islam. 

Hal ini membuat islam kuat dalam segi kuantitas. 

Smith mengatakan apabila ketiga pilar ini disatukan 

yaitu umat islam bersatu dalam satu akidah dan 

keyakinan terhadap keesaan Allah swt dan didukung 

dengan sumber daya alam maka islam akan menjadi 

sebuah ancaman yang sangat serius bagi Negara-

negara barat yang berarti bisa mengambil alih sebagai 

pemimpin dunia.  

b. Negara sebagai pendukung risalah islam seringkali 

dihadapkan dengan bahaya peperangan (jihad) sehingga 

membutuhkan banyak pejuang-pejuang untuk 

mempertahankan Negara dan islam. Maka dengan 

tingginya populasi umat islam, pejuang-pejuang terbaik 

akan dilahirkan dan dilatih serta keyakinan agamaislam 

tidaklah terputus apabila ada pejuang yang syahid. 

Kemudian dengan adanya pejuang syahid maka banyak 

nya janda-janda dan anak-anak yatim akibat kehilangan 

suami dan ayah mereka. Maka dengan poligami 

dipernolehkan menikahi janda dan menikah lebih dari 

seorang wanita tetapi terbatas hanya empat orang wanita 

saja.37  

c. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, dikhawatirkan 

akan menjerumuskan kepada perbuatan yang dilarang 

sehingga bisa merusak ketanan social dan moral. Selain 

itu fenomena ini bisa membuat banyaknya perempuan 

tenggelam dalam derita kesepian dan kesendirian tanpa 

                                                           
37

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, …. h. 277.  



29 
 

 
 

ada pendamping hidup. Dengan adanya kondisi seperti 

ini maka membuat perempuan kehilangan semangat 

hidup sehingga membuat kekuatan Negara kendur 

padahal perempuan adalah fondasi utama dalam 

membangun Negara yaitu dengan melahirkan generasi-

generasi terbaik untuk bangsa yang cemerlang. maka 

untuk menghindari zina dan terjadinya free sex solusinya 

adalah dengan poligami sehingga perbuatan-perbuatan 

yang dilarang bisa dihindari dengan pernikahan dan 

menjauhi kemaksiatan, karena solusi ini adalah satu-

satunya solusi yang sesuai dengan fitrah manusia.  

d. kemampuan laki-laki untuk memberikan keturunan lebih 

besar daripada perempuan, karena laki-laki mampu 

berhubungan seksual dari semenjak baligh hingga tua 

sedangkan perempuan tidak siap melakukannya dalam 

masa haid, nifas dan juga masa kehamilan hingga 

menyusui. Kesanggupan perempuan dalam melhirkan 

keturunan juga terbatas hingga masa menopause yaitu 

diantara usia 45-50 tahun, padahal laki-laki mampu 

walaupun setelah 60 tahun. maka dengan ini apakah laki-

laki harus menikahi lagi dengan perempuan untuk 

menjaga kehormatan nya atau mengajak perempuan lain 

tanpaada ikatan untuk berhubungan seksual. 38 

e. Adakalanya isteri mandul atau terkena penyakit 

menaahun hingga sulit untuk melakukan kewajiban 

seorang isteri dalam melayani suaminya. Sementara 

dalam kondisi seperti ini suami dan isteri masih ingin 

untuk mempertahankan rumah tangganya karena ada 
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hubungan kasih-sayang. Sedangkan suami yang sangat 

berkeinginan untuk mempunyai keturunan dan memiliki 

isteri yang mampu untuk memenuhi kebutuhan nya. 

Maka dalam hal ini poligami juga menjadi solusinya 

karena demi mendapatkan keturunan dan memiliki isteri 

yang mampu memenuhi kebutuhan nya tanpa 

menceraikan isteri pertama nya.39 

f. Sebagian laki-laki secara psikis maupun fisik banyak 

yang memiliki gairah seksual tinggi (libido). Sehingga 

satu perempuan saja tidak dapat memuaskan nya. untuk 

menghindari perbuatan yang amoral dari laki-laki yang 

sudah beristeri yaitu dengan berhubungan dengan 

perempuan lain tanpa adanya ikatan maka alangkah 

baiknya bila ia menikah lagi dengan perempuan lain 

untuk menyalurkan naluri seksual nya serta menjaga 

kehormatan dan agamanya sehaingga hal  ini bisa 

dipertanggung jawabkan.  

g. Syariat poligami di dunia islam merupakan keutamaan 

besar dalam menjaga kelestarian ajaran islam secara 

murni, jauh dari rusaknya system masyarakat dan 

perbuatan yang melanggar norma atau amoral. Beberapa 

hal yang dikhawatirkan bila poligami  dilarang,  yaitu: 

Maraknya pelacuran, yakni lebih banyaknya perempuan 

yang berprofesi sebagai pelacur daripadaperempuan 

yang bersuami.40 

Poligami juga diisyaratkan untuk mencegah 

kemorosotan moral yang terjadi dalam masyarakat. 
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Kemerosotan moral yang terjadi tanpa adanya ikatan 

pernikahan adalah konsekuensi sebab terjadinya  sikap 

yang menyalahi fitrah dan menentang ajaran agama islam 

dan perintah Allah ta’ala. Adanya anjuran poligami adalah 

bukti bahwa agama islam adalah agama yang sehat dan 

sangat memerhatikan kehormatan manusia.41 

 

C. Pertimbangan Hakim  

1. Pengertian Pertimbangan Hakim  

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) pertimbangan 

adalah pendapat tentang baik buruk; keputusan yang 

diutarakan sebagai nasihat.42  

Sedangkan Hakim menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengadili perkara dalam 

pengadilan atau mahkamah, orang yang pandai dan 

bijaksana.43 

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau 

pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat 

hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.44 

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan dimana 

majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap 

selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, 

tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan 

alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, 

yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam 

                                                           
41

 Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah, …. h. 281.  
42

 Tim PrimaPena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gitamedia Press), h. 759.  
43

 Tim PrimaPena, Kamus…., h. 240. 
44

 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  



32 
 

 
 

pertimbangan huku dicantumkan Pasal-pasal dari peraturan 

hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.  

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek 

terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu 

keputusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et 

bono) dan mengandung kepastian hukum, dan juga 

megandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan 

sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, 

baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, 

baik dan cermat maka keputusan hakim berasal dari 

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.45 

Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argumen 

atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan 

hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.  

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum 

dan keadilan dengan tidak memihak (impartial judge) 

dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, “ 

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang”.46 Istilah tidak memihak disini 

haruslah tidak  harfiah,  karena dalam menjatuhkan 

putusannya hakim harus memihak yang benar.   

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya 

diperbolehkan untuk melihat pada yurisprudensi dan 

pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam 

memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan 
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dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 yaitu “Hakim 

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat”.47 

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendakanya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut: 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil 

yang tidak disangkal. 

b. Adanya analisis seacara yuridis terhadap putusan segala 

aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang 

terbukti dalam persidangan.  

c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus 

dipertimbangankan/diadili secara satu demi satu 

sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang 

terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya 

tuntutan tersebut dalam amar putusan.48 

Menurut Hakim Zuhri Imansyah, S.HI., M.HI secara 

umum pertimbangan hakim dalam hal perdata memuat 

beberapa aspek yaitu Legal standing pihak yang mengajukan, 

dasar hukum gugatan/permohonan, Fakta persidangan dan 

fakta hukum, mengandung kemaslahatan, dan menyelesaikan 

masalah.49  

a. Legal standing pihak yang mengajukan 

Legal standing secara sederhana legal standing 

diartikan sebagai hak gugat atau kedudukan hukum untuk 

menggugat yang antara lain dikenal dalam 

hukumlingkungan hidup. Legal standing lahir karena 
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adanya hubungan hukum alam atau hukum manusia 

antara sesama manusia dan manusia dengan alam. Pihak 

yang menjadi legal standing di muka pengadilan dapat 

berupa kelompok maupun individu. 50 

b. Dasar hukum gugatan/permohonan 

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi 

landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum 

baik orang perorangan atau badan hukum. Menurut Pasal 

1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan Negara 

dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.51 

c. Fakta persidangan dan fakta hukum 

Setiap putusan hakim harus didasarkan pada dakta 

yang jelas. Fakta persidangan adalah fakta yang terdapat 

pada saat persidangan berlangsung, fakta tersebut bisa 

fakta dari orang-orang yang berada dalam perkara 

tersebut. 

d. Tidak melebihi tuntutan 

Maksudnya adalah seorang hakim hanya boleh 

mempertimbangkan tuntutan yang diminta oleh pemohon 

saja.  

e. Kemaslahatan (mengandung nilai-nilai dalam masyarakat) 

Maksudnya pertimbangan hakim harus memiliki nilai 

kemaslahatan yang baik dalam kehidupan masyarakat. 
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f. Menyelesaikan masalah 

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bersifat 

menyelesaikan masalah antara orang-orang yang 

berperkara.52 

Putusan yang dikeluarkan hakim adalah hukum yang 

harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar 

masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak 

hukum secara butuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya 

dengan nalar yang baik dapat memutusa suatu perkara 

dengan menempatkan putusan berdasrakan dengan asa 

keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim menilai tujuan 

dan kegunaan hukum itu bagi masyarakat.  

 

2. Jenis Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan Hakim ada 2 macam, yaitu pertimbangan 

secara yuridis dan non yuridis. 

a. Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 

persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai 

hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di dalam 

pertimbangan Yuridis biasanya memuat pasal-pasal atau 

Undang-undh7yh ang yang dijadikan dasar dalam 

pertimbangan hakim tersebut.  

b. Pertimbangan Non Yuridis 

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut 

dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis 

diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 
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 Zuhri Imansyah, Wawancara, Tanggal 17 Oktober  2021.  
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Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menayatakan 

bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.53 Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 

secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap suatu perkara adalah:  

1) Memperhatikan sumber hukum yang tidak tertulis dan 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  

2) Memperhatikan ada atau tidak nya perdamaian dan 

kesalahan dari orang yang berperkara. 

3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan.  

4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan 

rasa yang didasarkan pada karsa menusia dalam 

pergaulan hidup.54 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan 

Pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian 

yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian 

yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan 

praktek. Hakim sebagai aparat penegak hukum melalui 

putusannnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu 

kepastian hukum.  

Seorang hakim memiliki kebebasan untuk memeriksan 

dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup 

dalamm masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak 

                                                           
53

 Undang-undang Nomor 48  Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 

5.  
54

 HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Gramedia Pustaka 

Utami), 2002, h. 68.  



37 
 

 
 

luar yang dapat merubah keyakinan nya tentang rasa 

keadilan yang dimiliki.  Dasar kekuasaan kehakiman diatur 

dalam UU Nomor 48 tahun 2009.  

3. Dasar Pertimbangan Hakim 

Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian 

yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian 

yang maksimal dan  seimbang dalam tataran teori dan 

praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum 

kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak 

hukum melalui putusannya dapat menjaditolak ukur 

tercapainya suatu kepastian hukum.  

Pokok kekuasaan kehakimah diatur dalam Undang-

undang Dasar 1945 Bab 9  Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang 

Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman 

yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 

terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan 

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakimah 

merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini 

mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas 

dari segaala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, 

kecuali hal-hal sebagaimana yang disebut dalam Undang-

undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan 
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wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim 

ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan 

rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat 2 menegaskan 

bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

konstitusi.55 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim 

yang tidak memihak (Impartial judge) Pasal 4 ayat 1 UU 

Nomor 48 Tahun 2099. Istilah tidak memihak di sini haruslah 

tidak  harfiah, karena dalam menjatuhkan  putusannya hakim 

harus memihak yang benar. Dalam hal ini diartikan sebagai 

tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. 

Lebih tepatnya perumusan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 

ayat 1 “Pengadilan Mengadili menurut hukum  dengan tidak 

membeda-bedakan orang”.56 

Seorang hakim di wajibkan  untuk menegakkan hukum 

dan keadilan  dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi 

suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang 

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian 

memberi pen ilaian terhadap peritiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu 

hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara 

tersebut.  

                                                           
55

 Undang-undang Nomor 48 Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
56

 Undang-undang Nomor 48 Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 

4. 
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Selain itu, seorang hakim juga dianggap tahu hukumnya 

sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili 

suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur 

dalam  Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. UU 

Nomor 48 tahun 2009 yaitu:  Pengadilan tidak  boleh menolak 

untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang 

diajukan.57 

4. Teori Pertimbangan Hakim 

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan 

dalam suatu perkara berdasar beberapa teori. menurut 

Mackenzie teori tersebut ialah sebagai berikut:58 

a. Teori keseimbangan 

 Teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan olah undang-undang dan kepentingan pihak-

pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. 

b. Teori pendekatan seni dan instuisi 

 Diskresi dan kewenangan dari hakim adalah penjatuhan 

putusan oleh hakim. Sebagai dekresi, dalam penjatuhan 

putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan 

hukum  yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau 

dalam perkara perdata, hakim juga melihat keadaan 

pihak-pihak yang berperkara, dalam perkara pidana 

penunut umum dalam atau pihak terdakwa perkara 

perdata. Penjatuhan putusn hakimmenggunakan 

pendekatan seni, atau lebih ditentukan oleh 

insting/instiusi daripada menggunakan pengetahuan 

dari hakim. 
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 Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
58

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Sinar Grafik: Jakarta, 2010), h. 102. 



40 
 

 
 

c. Teori pendekatan keilmuan 

 Pusat dari pendekatan ilmu adalah pemikiran dan 

pemahaman proses penjatuhan pidana yang dilakukan 

harus secara sistematis dan hati-hati khususnya dalam 

kaitan putusan-putusan terdahulu tujuan nya adslah 

untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim tersebut. 

d. Teori pendekatan pengalaman 

 Pendekatan pengalamaan ini adalah pengalaman dari 

seoramg hakim yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkarayang dihadapi sehari-hari. 

e. Teori raito decidendi 

 Teori raito decidendi adalah  teori yang didasarkan 

landasan filsafat yang didasarkan kepada 

mempertimbangkan semua aspek-aspek yang berkaitan 

dengan pokok perkara yang disangketakan kemudian 

mencari peraturan yang perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disangketakan 

sebagai dasar hukum dengan penjatuhan putusan serta 

pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelasuntuk menegakkan hukum dan memberika 

keadilan bagi para pihak yang berkara.   

f. Teori kebijaksanaan 

 Teori kebijaksanaan adalah teori yang menekankan 

bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua 

yang ikut bertanggung jawab untuk membimbing,  

mendidik, membina dan melindungi terdakwa agar kelak 

dapat menjadi menusia yang berguna bagi keluarga 

masyarakat dan bangsanya.   
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BAB III 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK IZIN 

POLIGAMI  

 

A. Profil Pengadilan Agama Brebes  

1. Sejarah Pengadilan Agama Brebes 

Sejarah Pengadilan Agama  Brebes bermula pada abad 

ke-16, ketika kerjaan Mataram memerintah Jawa tengah. 

Brebes dendiri merupakan hasil pemecahan kabupaten Tegal 

oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 

Januari 1678 dengan Adipati Suralaya.  Pengadilan Agama di 

masa Kerajaan islam diselenggarakan oleh para penghulu, 

yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-

sidang Pengadilan Agama pada masa itu biasanya 

berlangsung diserambi masjid. Kantor pertama Pengadilan 

Agama Brebes  berada di masjid Agung Brebes,  kemudian 

pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid  

Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri  di atas 

tanah  milik Badan Kesejahteraan Masjid  yang terletak di 

belakang Majid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli  

sebidang tanah di  Jl. Yos Sudarso Yang kemudian menjadi 

bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang 

sampai sekarang masih ditempati.  Kemudian dibangun 

gedung baru di Jl. Ahmad yani nomor 92 dan diresmikan 

pada tanggal 03 Januari 2012 M. Alamat



42 
 

 
 

 pengadilan Agama Brebes adalah di Jl.  Jenderal Ahmad 

Yani No. 92,  Sangkalputung, Brebes, kecamatan Brebes , 

Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kode pos 52212, Telp (0283) 

671442 dan email: pengadilan.agama.brebes@gmail.com.59 

Secara Astronomis Pengadilan Agama Brebes terletak 

diantara 108°41’37,7”-109°11’28,92” BT dan 6°44’56,5”-

7°20’51,48” LS. Dan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara laut Utara Jawa 

 Sebelah Selatan Keresidenan Banyumas 

 Sebelah Timur Kabupaten Tegal  

 Sebelah Barat Provinsi  Jawa Barat.  

 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes 

a. Visi 

Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung di 

Kabupaten Brebes.  

b. Misi 

1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat biaya 

ringan dan transparan. 

2) Memperbaiki kualitas sumber daya Aparatur 

Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada 

Masyarakat. 

3) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Brebes 

dengan melaksanakan pengawasan dan pembinaan 

yang efektif dan efisien.  

4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen 

peradilan yang efektif dan efisien.  
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 Berdasarkan Data Sejarah Pengadilan Agama Brebes, Profil Pengadilan 

Agama Brebes, https://www.pa-brebes.go.id, (Diakses tanggal 9 Oktober 2021). 
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5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana  

sesuai dengan standar.60 

 

3.  Tugas Pokok dan Fungsi  Pengadilan Agama Brebes 

a. Tugas Pokok: tugas poko Pengadilan Agama Brebes 

adalah memeriksa, memutus, mengadili dan 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara 

orang-oarang yang beragama islam dibidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi 

syariah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-

undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006; jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.  

b. Fungsi Pengadilan Agama Brebes: 

1) Memberikan pelayanan tekhnis yustisial dan 

administrasi kepeniteraan bagi perkara tingkat 

pertama serta penyitaan dan eksekusi. 

2) Memberikan pelayanan dibidang adminitrasi perkara 

banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta 

administrasi perkara lainnya. 

3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada 

semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. 

(kecuali keuangan perkara).  

4) Memberikan pelayanan penyelessaian permohonan 

pertolongan pembagian harta peninggalan di luar 

sangketa antara orang-orang yang beragama islam 

serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk 
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 Berdasarkan Data Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes, Profil Pengadilan 

Agama Brebes, https://www.pa-brebes.go.id, (Diakses tanggal 9 Oktober 2021) 
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pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan 

sebagainya.  

5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam 

pembinaan hukum agama seperti persidangan 

kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, 

penyuluhan hukum, nasihat mengenai perbedaan 

penentuan arah kiblat dan penetuan waktu sholat 

bdan sebagainya.  

 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes 

a. Ketua   : Drs. H. Kaharuddin, S.H., M.H. 

b. Wakil Ketua : Drs. Malem Puteh,S.H., M.H. 

c. Hakim  :  Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. 

Drs Rohudi, M.H. 

Drs Nursidik, M.H. 

Dra. Hj. Syarifah, M.H. 

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. 

Drs. H. Akhbarudin, M.SI. 

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. 

Tukimin, S.H., M. SI. 

Ikhsanuddin, S.H. 

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. 

d. Sekretaris  : Ali Choemadi, S.H. 

e. Panitera   : Ahmad Fuad Agustani, S.Ag., M.H. 

f. Panitera Pengganti              : Abd. Mujib, S.H. 

Maslamah, S.H. 

M. Fajrul Umam,S.Ag. 

R. bastuti Ridwan, S.Ag, S.H. 
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g. Panitera Muda                     : MuhamadAs’ari, S.Ag 

Moch. Kustanto, S.H 

Ahmad Hudan Sulistiawan, 

S.H 

h. Analisis Perkara Peradilan  : Kholifatul Maghfiroh, S.H. 

i. Adm. Register Perkara         : Nuke Edyah Aisnada, 

A.md.T 

j. Jurusita                          : Urip Priyatiningsih, S.H. 

k. Jurusita Penganti                   : Edy Supriyanto, S.E.  

l. Kepala Sub bagian 

1) Perencanaan, Ti dan Pelaporan  : 

Vonding Hedi Wiyoto, S.E. 

2) Kepegawaian dan Ortala  : Sukronaim, S.H. 

3) Fungsional Pranata Komputer  : 

Derry Pradipta, S.T. 

4) Umum dan Keuangan  : Maghfirah, S.H. 

m. Pengelola BMN   : Navira Nur Hannisa, 

A.md.Ak.61 
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 Pengadilan Agama Brebes, Profil Pengadilan Agama Brebes, https://www.pa-

brebes.go.id, (Diakses tanggal 9 Oktober 2021). 



46 
 

 
 

B. Dalil Permohonan  

Dalil permohonan izin poligami dalam Putusan Pengadilan 

Agama  Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs adalah  

sebagai berikut:  

a. Bahwa pada hari selasa, tanggal 23 Oktober 2012/7 dzulhijah 

1433 H, pemohon dan termohon telah malaksanakan 

pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes 

dengan Kutipan akta NIkah Nomor 0816/030/X/2012 

tertanggal 23 oktober 2012; 

b. Bahwa dalamkehidupan rumah tangga pemohonj dan 

termohon telah dikaruniai 2 orang yaitu: 

1) Xxxxx (lahir 22 juni 2014); 

2) Xxxxx (lahir 16 desember 2018); 

c. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan 

seorang wanita bernama: RUCI KUSUMA YANI, lahir di 

sidoarjo 3 agustus 1998, Umur 22 tahun, Agama Islam, 

Pendidikan SMA, alamat Desa Sebani Rt 019 Rw 003 

kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo, secara resmi menurut 

hukum yang berlaku (Tercatat di Kantor Urusan Agama);62 

d. Bahwa pemohon mengajukan izin poligamiini karena 

termohon telah menentukan sikap akan lebih fokus 

mengurus buah hati Pemohon dan Termohon yang masih 

kecil dan tinggal di Brebes sehingga lebih efektif Termohon 

tidak bisa mendampingi pemohon tinggal di Jakarta, dimana 

dalam hal tersebut berdampak antara Pemohon dan 

                                                           
62

 Data Berdasarkan Dalil Permohonan Pada Putusan Pengadilan Agama Brebes 

Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 2.  
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Termohon jarang dalam berhubungan suami istri, sehingga 

hal tersebut menjadi beban psikologis bagi pemohon; 

e. Bahwa selanjutnya termohon mengerti akan kebutuhan 

biologis pemohon, maka Termohon rela dan ikhlas apabila 

Pemohon memiliki istri lagi dan mendampingi Pemohon di 

Jakarta; 

f. Bahwa Pemohon dan Termohon pada hakikat nya tetap 

ingon mempertahakan kehidupan rumah tangga dengan 

Termohon namun pemohon bermaksud menikah lagi; 

g. Bahwa pemohon menghendaki untuk poligami dimana 

pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi 

kebutuhan hidup istri-istri pemohon; 

h. Bahwa pemohon bekerja selaku karyawan sevuah Hotel 

Bintang Lima di Jakarta dengan penghasilan bersih lebih 

kurang Rp. 9.000.000.,- ( Sembilan Juta Rupiah) tiap bulan, 

dan calon istri kedua bersedia menerima nafkah sesuai 

kemampuan Pemohon karena calon istri kedua juga bekerja;63 

i. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada 

larangan melakukan perkawinan menurut syariat islam 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah 

memiliki harta bersama berupa: 

1) 1 Buah Sepeda Motor merk Yamaha Nopol G 5897 WU; 

2) 1 Buah Sepeda Motor merk Yamaha Nopol B 6519 PYU; 

3) 1 Buah Rumah terletak di xxxxx Kabupaten Brebes ( dalam 

Proses balik nama). 
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 Data Berdasarkan Dalil Permohonan Pada Putusan Pengadilan Agama Brebes 

Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 2.  
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k. Bahwa  Apabila Permohonan Izin Poligami ini dikabulkan 

maka Pemohon mohon agar harta bersama sebagaimana 

tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bersama (Gono gini) 

Pemohon dan Termohon; 

l. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang 

timbul akibat perkara ini.64 

1. Pertimbangan Hakim dalam Menolak  izin Poligami di 

Pengadilan Agama Brebes  dalam Putusan Nomor 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.  
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 Data Berdasarkan Dalil Permohonan Pada Putusan Pengadilan Agama Brebes 

Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 2.  
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C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami 

di Pengadilan Agama Brebes Dalam Putusan Nomor  

2400/Pdt.G/2020/ PA.Bbs.  

Majelis hakim dalam  memutus perkara poligami di 

Pengadilan Agama, terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan  

yang digunakan para pemohon baik meliputi syarat alternatif 

maupun syarat komulatif. Dalam pemenuhan  syarat-syarat ini 

di dalam beberapa dalil permohonan pasti ada yang 

menggunakan salah satu syarat, dan ada yang memenuhi 

kedua syarat baik syarat alternatif maupun syarat komulatif.65 

Adapun pertimbangan hakim menolak memberikan izin 

poligami kepada pemohon dalam putusan Pengadilan Agama  

Brebes  Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs adalah sebagai 

berikut:  

 

1. Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan yuridis dalam putusan Pengadilan Agama 

Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs adalah semua isi 

pertimbangan  yang berkaitan dengan  undang-undang dan 

peraturan yang berlaku. Pertimbangan hakim nya adalah 

“Menimbang, bahwa poligami tidaklah dilarang, akan tetapi 

poligami menurut peraturan perundang-undangan haruslah 

memenuhi alasan alternatif tertentu, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan Pasal 4 ayat (2). Peraturan Pemerintah No. 9 

Tahun 1975 pasal 41 huruf a, kompilasi hukum islam pasal 

57, yaitu (1) Isteri yang tidak dapat menjalankan 
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 Andyani Tika Rahmawati, “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami 

(Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)”, (Skripsi, Fakultas syariah 

IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020), h. 62.  
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kewajibannya sebagai isteri, (2) Isteri yang mendapat cacat 

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) 

isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.66  

Majelis hakim  menolak memberikan izin poligami 

kepada pemohon memang sudah benar dan dianggap telah 

memberikan putusan dengan seadil-adilnya. 

Secara tekstual, Dalil yang digunakan pemohon untuk 

mengajukan        permohonan izin poligami tidak memenuhi 

kriteria syarat alternatif yang telah dijelaskan oleh undang-

undang di atas karena alasan pisahnya jarak antara pemohon 

dan termohon secara tekstual tidaklah termasuk ke dalam 

syarat alternatif poligami. Maka demikian dalam Pasal 5 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaaan Kehakiman “Dalam mengadili perkara a quo 

hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.67 

Menurut hakim Hesti yovesta Ardi S.HI: 

“Pertimbangan hakim  dalam putusan tersebut 

memang sudah memenuhi rasa keadilan dan 

kemanfaatan bagi pemohon dan termohon, dimana 

alasan pemohon untuk poligami memang tidak bisa 

dimasukkan sebagaimana alasan alternative yang ada 

dalam pasal 4 ayat (2) UU perkawinan jis pasal 41 

huruf  a PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi 

Hukum islam”.68   

 

                                                           
66

 Data Berdasarkan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama  

Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 5.  
67

 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
68

 Hesti Yovezta Ardi, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara, 28 Juni 2021.  
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Selain itu Kemudian Menurut Hakim Zuhri Imansyah, 

S.H.I., M.H.I “Bahwa Pertimbangan hakim tersebut memang 

sudah benar dan memenuhi asas keadilan serta dapat 

memberi maslahah kepada para pihak”.69 

Dalam pertimbangannya majelis hakim menggunakan 

metode Interprestasi Hukum, yaitu metode yang 

memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks 

Undang-undang. Interprestasi oleh hakim merupakan 

penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang 

dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum 

terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir penjelasan dan 

interprestasi aturan tersebut untuk merealisasikan agar 

hukum positif berlaku.70   

Pertimbangan Hakim dengan menggunakan  Metode 

Interperstasi hukum di atas dibuktikan dalam pertimbangan 

Hakim yang merujuk  kepada suatu aturan yaitu pada Pasal 4 

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan yang menjelaskan kepada alasan alternatif 

seorang pemohon melakukan perkawinan poligami yang 

berbunyi “a. Isterii yang tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri yang mendapat cacat 

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri 

tidak  dapat melahirkan keturunan.” Karena alasan inilah 

dalil permohonan yang menyatakani bahwa istri yang 

menyatakan fokus untuk mengurus anak  pemohon dan 

termohon, dan tinggal di Brebes serta suami yang bekerja di 

Jakarta sehingga menyebabkan jarang terjadi hubungan 
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 Zuhri Imansyah, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara, 26 Juni  2021. 
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 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Sinar Grafik: Jakarta, 2010), h. 102. 
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suami-istri dan saling mencurahkan kasih sayang diantara 

pemohon dan termohon tidak dapat dimasukkan ke dalam 

alasan alternatif pertama yaitu “istri yang tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. hal inii 

dipandaang hanyalah sebagai alasan yang dibuat-buat oleh 

pemohon untuk melemahkan pasangan hidup sehingga 

permohonannya dapat dikabulkan oleh Mejalis hakim.   

Pertimbangan hakim di atas menggunakan teori raito 

decidendi yaitu yang didasarkan landasan filsafat yang 

didasarkan kepada mempertimbangkan semua aspek-aspek 

yang berkaitan dengan pokok perkara yang disangketakan 

kemudian mencari peraturan yang perundang-undangan 

yang relevan dengan pokok perkara yang disangketakan 

sebagai dasar hukum dengan penjatuhan putusan serta 

pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang 

jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan 

bagi para pihak yang berperkara.  

Teori raito decidendi dalam pertimbangan hakim pada 

Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 

2400/Pdt.G/PA.Bbs  dibuktikan dengan Pasal 4 ayat 2 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

yang menjelaskan kepada alasan alternatif, pertimbangan 

hakim di atas merujuk kepada konteks tekstual Undang-

undang tersebut sehingga dalil permohonan tidak dapat 

menjadi alasan utama poligami.  

Selanjutnya adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 

Tentang Peradilan Agama, Pertimbangan hakim nya adalah 

“Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai 

sangketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 
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ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini 

harus dibebankan kepada pemohon”.71 

Majelis hakim membebankan biaya permohonan kepada 

pemohon karena hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 89 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009 Bahwa “Biayaa aperkara dalam bidang perkawinan 

dibebankan kepada penggugat atau pemohon”.  

Perkara poligami masih termasuk ke dalam perkara 

bidang perkawinan oleh sebab itu pemohon dibebankan 

untuk membayar biaya perkara tersebut.  Biaya yang 

dibebankan kepada pemohon berjumlah Rp. 341.000.00 

terbilang tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah dengan 

rincian sebagai berikut:72 

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,- 

Biaya Proses : Rp. 75.000.00,- 

Biaya Pemanggilan : Rp. 200.000,- 

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- 

Biaya Materai : Rp. 6.000,- 

Biaya PNBP-Pemanggilan : Rp. 20.000,- 
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 Data Berdasarkan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama  

Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 5.  
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 Data Berdasarkan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama  

Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 7. 
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Dasar pertimbangan Hukum yang digunakan hakim di 

Pengadilan Agama Brebes dalam Putusan Nomor 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan pasal 4 ayat (2) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 41 

huruf a 

3. Kompilasi Hukum Islam pasal 57 

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.73 

 

2. Pertimbangan Non Yuridis 

Pertimbangan non yuridis dalam Putusan Pengadilan 

Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs yaitu: 

Pertimbangan hakim nya adalah “Menimbang bahwa 

maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah 

sebagaimana terurai diatas”. 

Maksudnya adalah dalil  permohonan pemohon dalam 

mengajukan poligami kepada Pengadilan Agama Brebes. Hal 

ini dijelaskan dalam putusan Pengadilan Agama  Brebes 

Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.  

Selanjutnya Pertimbangan hakim nya adalah 

“Menimbang bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk 

mengajukan izin poligami pada pokoknya adalah istri yang 

tinggal di Brebes dan fokus dalam mengurus anak-anak 
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 Data ini Disimpulkan Berdasar Kepada Pertimbangan Hukum Dalam Putusan 

Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. 
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pemohon dan termohon, sedangkan pemohon sendiri tinggal 

di Jakarta dan bekerja sebagai karyawan sebuah Hotel serta 

alasan jarang berhubungan layaknya suami-isteri karena 

kondisi tersebut”.74 

Pertimbangan hakim menolak memberikan izin poligami 

ini sudah sesuai dengan semestinya, karena alasan yang 

digunakan pemohon hanyalah alasan yang melemahkan 

pasangan saja. Alasan ini tidak dapat dimasukkan ke dalam 

alasan utama perkawinan poligami sebagaimana dijelaskan 

alasan alternatif dalamUndang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan.  

Alasan termohon Tidak dapat mendampingi pemohon di 

Jakarta bukan karena sikap egois, melainkan demi 

kemaslahatan anak dan keluarga, sikap termohon untuk 

fokus mengurus buah hati antara pemohon dan termohon 

adalah demi kebaikan dari keluarga tersebut sehingga anak-

anak  tidak  sepenuhnya ditinggal oleh orang tua sehingga 

akan berdampak pula kepada anak-anak  yang menyebabkan 

anak-anak kurang mendapat perhatian dan pendidikan serta 

kasih sayang dari orang tuanya.  

Pada hakikatnya Pekerjaan pemohon memiliki hari libur 

setiap minggu atau bulannya sehingga bisa memungkinkan 

bagi pemohon pulang menemui keluarga dan memenuhi 

kebutuhan biologisnya, dan juga dapat saling mencurahkan 

kasih sayang antara anggota keluarga.  

Selain itu seharusnya suami menyediakan tempat tinggal 

bersama yang layak di tempatnya bekerja dan menyediakan 
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 Data Berdasarkan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama  

Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 4.  
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asisten rumah tangga untuk membantu istri agar terjalin 

keluarga yang harmonis dan memungkinkan agar suami istri 

dapat memenuhi hak dan kewajiban nya masing-masing 

yang tidak  akan terabaikan, sehingga rumah tangga bisa 

dibina dan maslahah berumah tangga dapat diperoleh oleh 

suami-istri.   

Selanjutnya Pertimbangan hakim nya adalah, 

“Menimbang, bahwa alasan pokok yang menjadikan dasar 

pemohon untuk mengajukan poligami terbsebut menurut 

majelis hakim tidaklah cukup mendasar sebagai alasan 

hukum jika dimaksudkan sebagai alasan pertama (Istri tidak 

dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri)  dalam 

mengajukan izin poligami karena fokusnya istri mengurus 

anak,  pisahnya para pihak yang konsekuensinya adalah 

jarang berhubungan layaknya suami-istri adalah sebuah 

alasan klise yang dipakai untuk mendeskreditkan pasangan.” 

“Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon tersebut 

tidak mendukung petitum permohonan, atas dasar itulah 

permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat 

diterima”.75 

Alasan hakim menolak memberikan izin poligami 

kepada pemohon adalah karena menurut majelis hakim dalil 

permohonan pemohon tidak mendukung petitum 

permohonan, alasan yang digunakan pemohon tidak dapat 

dimasukkan ke dalam alasan pertama alternatif poligami 

yang tertera dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor  1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. Alasan yang digunakan pemohon 
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 Data Berdasarkan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama  

Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 5. 
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hanyalah alasan yang melemahkan termohon saja. Padahal 

termohon menyatakan bahwa dirinya fokus mengurus buah 

hati adalah demi terciptanya kemaslahatan dalam keluaga.  

Alasan majelis hakim yang menolak memberikan izin 

poligami kepada pemohon juga sependapat dengan pendapat 

dari imam kalangan Syafi’iyyah dan Hambaliyah: “seseorang 

tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa alasan yang jelas 

(terlebih jika sudah terjaga dari zina karena sudah memiliki 

satu isteri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan 

seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Bagi kalangan 

hanafiyah praktik poligami hingga empat isteri 

diperbolehkan dengan syarat aman dari kedzaliman 

(ketidakadilan) terhadap salah satu istrinya. Jika ia tidak 

dapat memastikan keadilannya, maka ia harus membatasi 

diri yaitu dengan monogami”. Hal ini dijelaskan dalam 

firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa (4) : 129    

ا كخ وخ  رُوْهخ يْلِ فختخذخ خمِيْلوُْا كَُُّ اممْخ ضْتُُْ فخلَخ ث رخ مخوْ حخ اۤءِ وخ ِّسخ خيْْخ امن خعْدِموُْا ب تخطِيْعُوْٓا اخنْ ث خس ْ خنْ ج اِنْ م لَّقخةِ وۗخ ممُْعخ

خ  ثختَّقُوْا فخاِنَّ الّلّه نخ ثطُْلِحُوْا وخ حِيْمًاخ  كخ  غخفُوْرًا رَّ

 Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku 

adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin 

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu 

Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 
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kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa (4) : 129).76 

 

Menurut penulis Pertimbangan Hakim dalam menolak 

izin poligami ini sudah benar dan penulis setuju karena 

Permasalahan yang didalilkan pemohon masih dalam 

kategori biasa terjadi dalam rumah tangga yang harusnya 

dapat disikapi pemohon dan termohon sebagai tantangan 

dalam rumah tangga mereka. Selain itu seharusnya antara 

permohon dan termohon mencari solusi lain selain poligami 

agar teciptanya keluarga yang rukun. 

Selain itu seharusnya suami mampu untuk lebih 

menahan diri mengingat ia sudah memiliki isteri dan  anak 

yang harus di beri nafkah. Kemudian dengan adanya 

halangan di antara suami-istri ini hingga jarang 

mengungkapkan kasih sayang secara langsung seharusnya 

suami lebih berusaha untuk membawa keluarganya tinggal 

bersamanya di Jakarta agar terjalin nya keluarga yang 

harmonis  sehingga masing-masing anggota keluarga dapat 

memenuhi hak dan kewajiban mereka.  

Selanjutnya, jarak dari Jakarta ke Brebes masih bisa 

ditempuh dalam hitungan waktu yang wajar untuk 

ditempuh pemohon dalam menemui termohon dan anak-

anak nya. sehingga alasan tidak dapat menemani pemohon 

yang berdampak kepada psikologis pemohon dalam 

pemenuhan kebutuhan biologis, masih dibilang alasan yang 
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 Depag RI, Al-Qur’an dan  Terjemahan, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi 

Indonesia, 2011), h.  90. 
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tidak bisa dijadikan sebagai alasan utama alternatif 

perkawinan poligami.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama 

Brebes No. 2400/pdt.G/2020/Pa.Bbs terbagi menjadi 2 macam 

pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. 

Pertimbangan yuridis nya adalah  

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, secara 

tekstual dalil yang diajukan pemohon tidaklah sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 

Tahun 1974, dan tidak dapat dimaksudkan ke dalam alasan 

alternatif “istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 

istri’. Selanjutnya, pertimbangan non yuridis nya adalah, yaitu 

tentang dalil permohonan pemohon yang telah diterangkan 

dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 

2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. selain itu syarat yang dijelaskan 

bahwa pemohon mengajukan izin poligami adalah 

“Menimbang bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk 

mengajukan izin poligami pada pokoknya adalah istri yang 

tinggal di Brebes dan fokus dalam  mengurus anak-anak 

pemohon dan termohon, sedangkan pemohon sendiri tinggal di 

Jakarta dan bekerja sebagai karyawan sebuah Hotel 

mengakibatkan jarang berhubungan layaknya suami-isteri 

karena kondisi tersebut”.
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menurut majelis hakim alasan  pemohon tidaklah cukup 

mendasar sebagai alasan hukum jika dimaksudkan sebagai 

alasan pertama (Istri tidak dapat menjalankan kewajiban 

sebagai seorang istri)  dalam  mengajukan izin poligami karena 

fokusnya istri mengurus anak,  pisahnya para pihak yang 

konsekuensinya adalah jarang berhubungan layaknya suami-

istri adalah sebuah alasan klise yang dipakai untuk 

mendeskreditkan pasangan”. 

Menurut penulis Pertimbangan Hakim dalam menolak izin 

poligami ini sudah benar dan penulis setuju karena 

Permasalahan yang didalilkan pemohon masih dalam kategori 

biasa terjadi dalam rumah tangga yang harusnya dapat disikapi 

pemohon dan termohon sebagai tantangan dalam rumah tangga 

mereka. Selain itu seharusnya antara permohon dan termohon 

mencari solusi lain selain poligami agar teciptanya keluarga 

yang rukun. 

B. Saran 

1. Dalam hal pisahnya suami dan istri hendaknya istri dan 

anak-anaknya mengikuti suami ke tempat ia bekerja agar bisa 

saling memenuhi kebutuhan antar anggota keluarga 

sebagaimana layaknya  keluarga yang tinggal bersama.   

2. Hendaknya suami menyediakan tempat tinggal bersama  di 

tempat ia bekerja agar bisa berkumpul semua anggota 

keluarga dan menjalankan kewajiban serta hak masing-

masing.  

3. Untuk menyediakan tempat tinggal  harusnya suami bekerja 

lebih giat atau mencari tambahan penghasilan untuknya agar 

bisa segera membangun tempat tinggal bersama keluarga 

sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis.  
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